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Abstrak: Sistem kearsipan di Indonesia diatur dalam Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan serta 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun 
adanya faktor penghambat pelaksanaan ketentuan tersebut, yaitu tidak 
tersedia  bahan dan kelengkapan yang memadai dalam pengelolaan 
kearsipan sehingga data-data tidak tersimpan. 
 
Kata Kunci: Implementasi, Sistem Kearsipan 
 
PENDAHULUAN 
Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini 
sangat berpengaruh terhadap kemajuan bisnis di sector pemerintah dan 
swasta. Mereka bersaing untuk meningkatkan profesionalisme di   pada 
perkantoran, perbankan, indutri , pabrik, perhotelan, asuransi, dunia 
pendidikan, dan lain-lain. Untuk mengelola manajemen diperlukan 
informasi yang teliti, tepat dan cepat. Demikianlah kecenderungan bisnis 
di abad informasi dewasa ini, berkembang pesat dan penuh liku-liku 
persaingan dan maju mundurnya sangat tergantung kepada informasi.  
Salah satu informasi yang sangat penting bagi dunia bisnis adalah 
rekaman dari kegiatan bisnis itu sendiri. Rekaman tersebut terdapat pada 
arsip. Di perkantoran, arsip-arsip tersebut diperlukan untuk pelayanan 
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langganan, ataupun keperluan informasi intern. Pengambilan keputusan 
oleh pimpinan banyak tergantung kepada kelengkapan, kecepatan, dan 
ketepatan informasi yang disajikan dan dilaporkan secara aktif kepadanya.   
Sering kita lihat orang-orang sedang berkumpul atau antre di depan 
loket untuk berurusan mengenai membayar listrik, rumah sakit, bank, 
kantor pos, kantor kelurahan, kantor wali kota kantor gubernur,kantor 
perdagangan , kantor polisi, kantor pajak, dan tempat-tempat lain yang 
berhubungan dengan pelayanan masyarakat.  
Semua ingin memperoleh pelayanan yang cepat karena waktu 
adalah uang. Petugas tidak sempat lagi menyeka keringat karenaa 
kesibukan yang beruntun dan memerlukan penyelesaian yang cepat , 
sementara para langganan yang menantikan pelayanan semakin banyak 
dan berkeluh kesah ketidaksabaran. 
Demikianlah gambaran suatu pekerjaan pelayanan masyarakat, 
dimana salah satu unsur yang membantu kelancaran pekerjaaan tersebut 
adalah bagaimana petugas menata kartu, formulir, atau surat yang 
berhubungan dengan pelayanan langganan sedemikian rupa sehingga 
mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan.  
Penataan dan penyimpana data dan informasi pada arsip kartu, 
formulir, dan sebagainya itu dapat terlaksana secara manual, atau dengan 
peralatan yang lebih canggih seperti computer.Hal yang terpenting adalah 
dapatnya data dan informasi yang diperlukakan untuk pelayanan 
ditemukan dengan cepat dan benar.  
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Contoh  di atas adalah salah satu kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat atau langganan atau nasabah yang memerlukan dukungan 
data dan informasi dari arsip.Pelayanan tersebut dapat kita kategorikan 
sebagai jenis pelayanan ekstern. Jenis pelayanan lain yang memerlukan 
dukungan data dan informasi dari arsip adalah pelayanan intern, yaitu 
penggunaan data dan informasi untuk keperluan pekerjaan intern kantor. 
Setiap pekerjaan dan kegiatan di perkantoran memerlukan data 
dan informasi. Salah satu sumber data adalah arsip, karena arsip  adalah 
bukti dan rekaman dari kegiatan atau transaksi mulai dari kegiatan-
kegiatan terdepan atau loket tempat pembayaran sampai kegiatan-
kegiatan pengambilan keputusan.Pengolahan tersebut disesuaikan 
dengan kebutuhan dari keputusan yang akan diambil terkait penggunaan 
arsip.   
Dapat dikatakan bahwa dimana ada kegiatan manusia pasti di situ 
ada arsip.Hal ini disebakan karena manusia selalu memerlukan catatan 
atau rekaman dari setiap kegiatan yang dilakukan sebagai alat bantu 
untuk mengingat baik untuk keperluan administrasi, hukum dan 
kepentingan pembiktian yang otentik dan sebagainya. 
Dengan adanya arsip akan timbul pekerjaan kearsipan baik dengan 
peralatan yang sederhana maupun dengan peralatan yang modern. 
Sejarah kegiatan kearsipan sudah berlangsung lama sejak manusia ada. 
Mulanya memang transaksi dan kegiatan manusia satu dengan 
manusia lainnya didasari pada kepercayaan dan daya ingat dimana jual 
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beli dapat berlangsung secara barter yang sudah tentu tidak tertulis 
bahkan tanpa komunikasi sama sekali.Cara transaksi tersebut tidak dapat 
berlangsung lama karena bertambah jumlah penduduk dan meningkatnya 
peradaban manusia yang berpengaruh pada cara berpikir dan kaji tindak.   
Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1971 arsip adalah ; 
a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga 
dan Bdan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik 
dalam keadaaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan; 
b. Naskah-naskah yang di buat dan diterima oleh badan badan swasta 
atau perorangan , dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan 
tunggal ataupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan 
bangsa. 
Selain itu dalam pasal 1 undang-undang nomor 43 tahun 2009 
menyebutkan bahwa “arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 
pemerintahan daerah,lembaga pendidikan, perusahaan,organisasi 
politik,organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.  
undang-undang tersebut dibedakan fungsinya menjadi dua 
golongan yaitu arsip dinamis dan statis. Arsip dinamis adalah arsip yang 
digunakan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan 
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aspek kehidupan bangsa pada umumnya atau dipergunakan secara 
langsung dalam penyelengaraan administrasi Negara. Arsip statis adalah 
tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan,penyelenggaraan 
kehidupan bangsa pada umumnya maupun penyelenggaraan sehari-hari 
administrasi Negara. 
Jadi, arsip dinamis adalah semua arsip yang berada di berbagai 
kantor baik kantor pemerintah,swasta maupun organisasi 
kemasyarakatan, karena masih dipergunakan secara langsung dalam 
perencanaan , pelaksanaan dan kegiatan administrasi lainnya. Arsip 
dinamis dalam bahasa inggeris di sebut record.  
Sedangkan arsip statis adalah arsip-arsip yang disimpan di Arsip 
Nasional atau Arnas yang berasal dari arsip ( dinamis ) dari berbagai 
kantor.Arsip statis dalam bahasa inggris disebut archieve. 
Apapun sebutan dan istilah yang dimaksud dengan arsip disini 
adalah setiap catatan ( record/warkat ) yang tertulis, tercetak atau ketikan 
dalam bentuk huruf, angka tau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan 
tertentu sebagai bahan komonikasi dan informasi, yang terekam pada 
kertas ( kartu ), formulir ( kertas film ), slide, fillm strip, mikro film, mdia 
computer, pita tape, piringan, rekaman, disket dan kertas foto copy, dan 
lain-lain. 
Sesuai dengan perkembangan dan peralatan data informasi yang 
sudah sampai di  era kompuerisasi, maka arsip masa kini dapat terekam 
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pada kertas, kertas film atau celluloid, dan media computer ( disket, pita 
magnetic dan sebagainya.  
Oleh karena itu terdapat dua jenis yang dapat ditinjau dari sudut 
hukum dan perundang-undangan, yaitu arsip otentik dan arsip tidak 
otentik. Arsip otentik adalah arsip yang terdapat tanda tinta pada bagian 
aslinya bukan foto copy atau film yang bukan sebagai tanda keabsahan 
dari arsip bersangkutan, yang dapat digunakan sebagai bukti hukum yang 
sah.Arsip tidak otentik adalah kebalikannya dari arsip otentik. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Kearsipan 
Oleh karena yang menjadi pokok pembahasan dalam buku ini 
adalah Tata Kearsipan, maka terlebih dahulu akan diberikan penjelasan 
tentang pengertian arsip. Arsip (record) yang dalam istilah bahasa 
Indonesia ada yang menyebutkan sebagai “warkat”, pada pokoknya dapat 
diberikan pengertian sebagai : setiap catatan tertulis baik dalam bentuk 
gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai 
sesuatu subyek (pokok persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat orang 
untuk membantu daya ingatan orang (itu) pula”. Atas dasar pengertian 
diatas, maka yang termasuk dalam pengertian arsip itu misalnya : surat-
surat, kwitansi, faktur, pembukuan, daftar gaji, daftar harga, kartu 
penduduk, bagan organisasi, foto-foto dan lain sebaginya. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, pasal 1 ayat a dan ayat b, 
menetapkan bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah : 
a.  Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-Lembaga 
Negara dan Badan Badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, 
baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 
b.  Naskah-naskah yng dibuat dan diterima oleh Badan-Badan Swasta 
dan atau perorangan, dalam bentuk corak apa pun, baik dalam 
keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan 
kehidupan kebangsaan. Selain dari pengertian di atas, arsip dapat 
diartikan pula sebagai suatu badan (agency) yang melakukan segala 
kegiatan pencatatan penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan 
surat-surat/warkat-warkat yang mempunyai arti penting baik ke dalam 
maupun ke luar; baik yang menyangkut soal-soal pemerintahan 
maupun non-pemerintahan, dengan menerapkan kebijaksanaan dan 
sistem tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Selanjutnya ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 
2009 pasal 3 bahwa Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk : 
a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, 
serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; 
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b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai 
alat bukti yang sah; 
c. Menjamin terwujudnya pengelolaan kearsipan yang andal dan 
pemanfatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan 
rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 
terpercaya; 
 
Peranan Kearsipan 
Kearsipan mempunyai peranan sebagai “pusat ingatan”, sebagai 
“sumber informasi” dan “sebagai alat pengawasan” yang sangat 
diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan “perencanaan”. 
“penganalisaan”. Pengembangan, perumusan kebijaksanaan, 
pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, 
penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. Arsip mempunyai peranan 
penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat 
keputusan dan merumuskan kebijakan,oleh sebab itu untuk dapat 
menyajikan informasi yang lengkap, cepat dan benar haruslah ada sistem 
dan prosedur kerja yang baik di bidang kearsipan. Pada  Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1971 juncto Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, antara 
lain dirumuskan bahwa “tujuan” kearsipan adalah untuk menjamin 
keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, 
pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk 
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menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan 
pemeritahan.  
Dari pengertian tersebut tampak bahwa arti pentingnya kearsipan 
ternyata mempunyai jangkauan yang amat luas, yaitu baik sebagai alat 
untuk membantu daya ingatan manusia, maupun dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan 
kebangsaan. Selain itu kearsipan juga merupakan salah satu bahan untuk 
penelitian ilmiah. 
 
Beberapa Istilah  Di Dalam Kearsipan 
Arsip dinamis 
Arsip dinamis adalah arsip yang masih diperlukan secara langsung 
dalam perencanaa, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan 
kebangsaan pada umumnya atau arsip yang digunakan secara langsung 
dalam penyelenggaraan administrasi Negara. Arsip dinamis dilihat dari 
kegunaannya dibedakan atas : 
a. Arsip aktif: adalah arsip yang secara langsung dan terus-menerus 
diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-
hari sera masih dikelola oleh Unit Pengolah. 
b. Arsip Inaktif:adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus-
menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan 
administrasi sehari-hari serta dikelola oleh Pusat Arsip. 
Arsip Statis 
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Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung 
untuk perencanaan pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan 
kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan 
administrasi sehari-hari. Arsip statis ini berada di Arsip Nasional Republik 
Indonesia atau di Arsip Nasional Daerah. 
File 
File dapat disamakan dengan pengertian “berkas” atau “bendel” 
yang merupakan satu kesatuan arsip tentang masalah tertentu dan 
disimpan berdasarkan pola klasifikasi. 
Indeks 
Indeks adalah sarana penemuan kembali surat dengan cara 
mengidentifikasi surat melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang 
dapat membedakan surat tersebut dengan yang lainnya. Tanda pengenal 
surat ini harus dapat diklasifikasikan dan merupakan penunjuk langsung 
kepada berkasnya. 
Kartu kendali 
Kartu kendali adalah isian (kartu) untuk mencatat surat-surat yang 
masuk/keluar yang tergolong surat penting. Di samping berfungsi sebagai 
pencatat surat, kartu kendali dapat berfungsi pula sebagai alat 
penyampaian surat dan penemuan kembali arsip.  
Kartu kendali terdiri atas 3 (tiga) rangkap dan 3 (tiga) warna : putih, 
biru, dan merah.  
a. Kartu Kendali warna putih untuk “pengarah surat” sebagai alat kontrol. 
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b. Kartu Kendali warna biru untuk penata arsip sebagai arsip pengganti, 
selama surat tersebut masih berada pada file pengolah. 
c. Kartu Kendali warna merah untuk Tata Usaha Pengolah. 
d. Ukuran dari kartu kendali 10 x 15 cm. 
Kartu Tunjuk Silang 
Kartu tunjuk silang adalah kartu (formulir) yang digunakan untuk 
memberikan petunjuk pada satu dokumen yang mempunyai lebih dari satu 
masalah. 
K o d e 
Kode adalah tanda yang terdiri atas gabungan huruf dan angka 
untuk membedakan antara beberapa masalah yang terdapat dalam Pola 
Klasifikasi Arsip. 
Lembar Disposisi 
Lembar disposisi adalah lembaran untuk menuliskan disposisi 
suatu surat baik yang diberikan oleh atasan ke bawahan maupun 
sebaliknya. 
Lembar Pengantar Surat Rutin 
Lembar pengantar surat rutin adalah formulir yang dipergunakan 
untuk mencatat dan menyampaikan surat-surat biasa (tidak penting) dari 
Unit Kearsipan ke Unit Pengolah. 
Penerima Surat 
Penerima surat adalah Unit/Staf yang bertugas untuk melakukan 
penerimaan surat masuk baik dari Kurir maupun dari Pos. 
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Pencatat Surat 
Pencatat surat adalah Unit/Staf yang bertugas untuk melakukan 
pencatatan surat baik untuk surat masuk maupun surat keluar. 
Pengarah Surat 
Pengarah surat adalah Unit/Staf yang bertugas untuk menentukan 
kepada pengolah mana surat yang bersangkutan harus disampaikan. 
P e n g o l a h 
Pengolah adalah Unit/Staf yang bertugas untuk melakukan 
penggarapan masalah isi surat. Unit Pengolah terdiri atas : a. Pimpinan 
pengolah b. Tata usaha pengolah c. Pelaksana pengolah 
Penata Arsip 
Penata arsip adalah Staf yang bertugas menyimpan surat-surat 
(arsip) dan memelihara arsip. 
Pola Klasifikasi Arsip 
Pola klasifikasi arsip adalah pengelompokan arsip berdasarkan 
masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang 
dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Pola klasifikasi 
merupakan salah satu sarana atau pedoman untuk penataan arsip. 
Surat Penting 
Surat penting adalah surat yang isinya mengikat dan memerlukan 
tindak lanjut atau merupakan kebijaksanaan Departemen, dan apabila 
terlambat penyampaiannya atau hilang akan mengganggu kelancaran 
pekerjaan. 
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Surat Biasa 
Surat biasa adalah surat yang isinya tidak mengikat dan biasanya 
tidak membutuhkan tindak lanjut serta hanya berupa informasi dan suatu 
kegiatan. Surat biasa dicatat dalam lembar pengantar surat rutin dan 
disampaikan ke Unit Pengolah. 
Tata Usaha Pengolah 
Tata Usaha Pengolah adalah Unit/Staf yang bertugas mengurus 
ketatausahaan pada Unit Pengolah. 
Formulir Peminjaman Arsip 
Formulir peminjaman arsip adalah formulir yang digunakan untuk 
meminjam arsip. Diisi rangkap 2 (dua), 1 (satu) disimpan untuk 
menggantikan arsip yang dipinjam dan 1 (satu) disimpan oleh petugas 
peminjaman arsip sebagai pengendalian peminjaman. 
Formulir Penyalinan Arsip 
Formulir penyalinan arsip adalah formulir permohonan penyalinan 
arsip yang diisi oleh unit atau staf yang memerlukan informasi suatu arsip 
yang disalin. 
Indeks Relatif 
Indeks relative adalah daftar masalah yang terdapat dalam pola 
klasifikasi yang disusun secara abjad masalah dan kodenya. Indeks 
relative bertujuan untuk memudahkan menentukan kode surat yang akan 
disimpan menurut klasifikasi masalah yang terdapat dalam pola klasifikasi 
arsip, dan biasa digunakan juga dalam penemuan kembali arsip. 
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Jadwal Retensi Arsip 
Jadwal retensi arsip adalah pedoman tentang jangka waktu 
penyimpanan arsip sesuai dengn nilai kegunaannya dan sebagai dasar 
penyelenggaraan penyusutan, pemusnahan dan penyerahan arsip ke 
Arsip Nasional. 
Penyusutan Arsip 
Penyusutan arsip adalah proses kegiatan penyiangan arsip/berkas 
untuk memisahkan arsip aktif dari arsip inaktif serta menyingkirkan arsip-
arsip yang tidak berguna berdasarkan jadwal retensi arsip. 
Penyerahan Arsip 
Penyerahan arsip adalah pengalihan wewenang penyimpanan, 
pemeliharaan dan pengurusan arsip statis dari Lembaga-Lembaga 
Negara, Badan Pemerintahan, Badan Swasta dan Perorangan kepada 
Arsip Nasional Republik Indonesia atau Arsip Nasional Daerah. 
Pemusnahan Arsip 
Pemusnahan arsip adalah proses kegiatan penghancuran arsip 
yang tidak diperlukan lagi baik oleh instansi yang bersangkutan maupun 
oleh Arsip Nasional. 
 
Dasar Hukum 
Ketentuan-ketentuan pokok kearsipan di Indonesia ditetapkan 
dalam U.U. No. 7 Tahun 1971 yang diundangkan dalam Lembaran 
Negara Tahun 1971 Nomor 32 pada tanggal 18 Mei 1971.  
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U.U. No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kearsipan mencabut U.U. No. 19 Prps Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok 
Kearsipan Nasional. U.U. No. 7 Tahun 1971 kemudian telah dilaksanakan 
dengan berbagai peraturan perundangan di bidang kearsipan.  
Adapun dasar pertimbangan Pemerintah dan DPR-GR untuk 
mengeluarkan U.U. No. 7  Tahun 1971 ialah : 
a. Bahwa untuk kepentingan generasi yang akan dating perlu 
diselamatkanbahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap 
mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia di masa yang 
lampau, sekarang dan yang akan dating, dan berhubungan dengan itu 
perlu diatur ketentuan-ketentuan pokok tentang Kearsipan. 
b.  Bahwa dipandang perlu meningkatkan penyempurnaan administrasi 
aparatur Negara, khususnya di bidang Kearsipan. 
 
Implementasi Sistem Kearsipan  
Beberapa contoh arsip dapat disebutkan di sini: surat, surat 
perjanjian, teleks, telegram, faktur, memo, laporan, kartu, formulir, daftar, 
gambar, foto, peta, kuitansi, cheque, cetak-biru, tabel, grafik, film, 
mikrofilm, microfische, slide, data-data, akte, hasil facsimile, media 
komputer (disket, magnetic tape, piringan), dan lain-lain. 
Pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan 
arsip disebut Manajemen Kearsipan. Dengan lengkap dapat dikatakan 
bahwa Manajemen Kearsipan adalah pekerjaan pengurusan arsip yang 
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meliputi pencatatan, pengendalian dan pendistribusian, penyimpanan 
pemieliharaan, pengawasan, pemindahan, dan pemusnahan. Jadi 
pekerjaan tersebut meliputi suatu siklus "kehidupan" warkat sejak lahir 
sampai mati .Khusus untuk arsip yang tidak pernah mati karena 
mempunyai nilai sangat penting bagi perkantoran akan disimpan selama-
lamanya di perkantoran bersangkutan sebagai arsip abadi. Sedangkan 
arsip dinamis yang sudah tidak diperlukan di perkantoran tetapi 
mempunyai nilai nasional yang perlu dilestarikan selama-lamanya, sesuai 
dengan Undang-undang No. 7 tahun 1971 jo Undang-undang No 43 tahun 
2009 harus dikirim ke Arsip Nasional (ARNAS) untuk disimpan abadi 
sebagai arsip statis. ARNAS adalah badan pemerintah yang bertugas 
menyimpan, menyelamatkan, mengolah, dan menyediakan arsip statis 
sebagai bahan bukti seluruh pertanggungjawaban pemerintah maupun 
bangsa. Arsip Nasional di Ibu Kota Republik Indonesia sebagai inti 
organisasi dari lembaga kearsipan nasional disebut Arsip Nasional  Pusat. 
Arsip Nasional di tiap-tiap Ibu Kota Daerah Tingkat I, termasuk daerah-
daerah setingkat dengan Daerah Tingkat I, disebut Arsip Nasional Daerah. 
Terakhir, dewasa ini, transaksi keuangan misalnya, niscaya disertai 
dengan tanda bukti berupa kuitansi. Transaksi barang akan disertai 
dengan tanda bukti berupa faktur. Bahkan sebagai tanda bukti 
persetujuan diperlukan Izigi adanya surat perjanjian. 
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Kuitansi, faktur, dan surat perjanjian tersebut adalah sebagian kecil 
dari sekian banyak contoh catatan atau rekaman yang terjadi dari adanya 
kegiatan kita sehari-hari. Catatan dan rekaman tersebut kita sebut arsip. 
Pemakaian bukti tertulis memang sudah melembaga pada setiap 
kegiatan. Bahkan terdapat keeenderungan bahwa semakin canggih 
peralatan teknologi yang dipergunakan untuk suatu kegiatan, semakin 
bertambah banyak rekaman atau arsig (output/keluaran) yang dihasilkan, 
dan pengguna an arsip dalam bentuk formulir disebut sebagai masukan 
(input), misalnya saja pada pemakaian peralatan komputer. 
Bukti atau rekaman yang diperlukan dan dihasilkan dari setiap 
kegiatan itulah yang perlu kita. tata. secara sisternatis agar dapat dengan 
mudah dan cepat ditemukan bilamana sewaktu-waktu diperlukan. 
Setiap'kantor, baik kantor pernerintah, swasta, pabrik, maupun 
'organisasi, bahkan rumah fangga dan perorangan, niscaya akan terlibat 
dengan arsip. Setiap unit kerja di perkantoran mempunyai arsip. Demikian 
pula pejabatpejabat secara perorangan sering kali mempunyai arsip. 
Jumlah masing-masing arsip yang dikelola mungkin sedikit, mungkin pula 
banyak.  
Mungkin saja mempergunakan ruangan-ruangan yang banyak, 
dapat pula mempergunakan satu. almari arsip (filing cabinet), atau bahkan 
hanya ditempatkan pada map-map yang tersusun di meja. Kesemuanya 
menunjukkan bahwa setiap orang cenderung hidup bersama arsip, baik di 
tempat pekerjaan maupun di rumah. Itu merupakan ciri kehidupan 
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manusia modern, yaitu. manusia yang kegiatannya dibantu. dengan 
informasi. Informasi terdapat pada berbagai macam media, dan salah 
satunya adalah arsip.   
Sesungguhnya penanganan atau pengelolaan arsip sudah dimulai 
dari rumah. Arsip-arsip yang penting bagi administrasi rumah tangga 
misalnya kuitansi dan bon perbelanjaan, rekening (listrik, gas, televisi, 
telepon), cicilan rumah, cicilan alat-alat rumah tangga, surat undangan, 
surat-surat asuransi, ijazah, sertifikat, dan sebagainya. Banyak macam 
lagi yang masih bisa disebutkan, yang sesungguhnya memerlukan 
penataan yang sisternatis agar tersimpan dengan aman dan mudah 
ditemukan dengan cepat bilamana diperlukan. Di toko alat tulis atau 
supermarket sudah banyak dijual buku berkantong untuk tempat 
menyimpan surat-surat atau arsip di rumah. Pada tiap kantong dapat 
diberi label mengenai subjek surat yang diisikan pada kantong 
bersangkutan, misalnya: Asuransi, Dokter, Listrik, dan sebagainya.  
Kantor-kantor pemerintah, swasta, dan lain-lainnya niscaya banyak 
mempergunakan arsip. Arsip tersebut dapat terjadi karena adanya 
transaksi kegiatan ataupun hasil dari suatu proses administrasi dan 
komunikasi internal dan eksternal. 
Para pejabat dari berbagai tingkat manajemen sering kali 
menyimpan arsip-arsip (penting)nya sendiri, di samping arsip-arsip yang 
disimpankan oleh sekretarisnya. 
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Para sekretaris niscaya akan disibukkan oleh pekerjaan filing. Ada 
banyak macam sekretaris dan bidang kegiatan yang dipegangnya. 
Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
atasannya banyak tergantung kepada tersedianya data dan informasi 
yang ada pada almari-arsipnya, serta kecepatan penemuan kembali arsip-
arsip bersangkutan. 
Para karyawan yang bertugas pada unit-unit kerja pembukuan, 
pernasaran, tata usaha, pengawasan, personalia, penggajian, 
perlengkapan, gudang, kendaraan, humas, resepsionis, komputer, 
pelaporan, penelitian, dan pengembangan, niscaya banyak bekerja 
dengan file. Bahkan seperti sudah dikatakan di atas, setiap unit kerja yang 
bekerja dengan "kertas bertulisan", niscaya akan terlibat dengan 
pekerjaan filing. 
Kantor-kantor yang kegiatannya banyak berhubungan dengan 
pelayanan masyarakat diharapkan mempunyai file yang dapat berjalan 
efisien dan efektif. Kantor pemerintah yang umumnya berfungsi melayani 
kepentingan umum seperti misalnya kantor pajak, kantor kelurahan 
sampai kantor gubernur, perbankan, asuransi, rumah sakit, universitas, 
departemen-departemen pernerintah, lembaga-lembaga tinggi seperti 
MPR, DPR, DPA, dan Mahkamah Agung, kepolisian, pengadilan, dan lain-
lain merupakan tempat-tempat yang memerlukan penataan arsip yang 
sebaikbaiknya. Kalau tidak, pelayanan masyarakat yang diberikan niscaya 
akan lamban dan tidak memuaskan. Banyak kita temui situasi pelayanan 
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administratif yang masih dalam taraf terbelakang berada di tengah-tengah 
perkantoran modern yang menjulang tinggi ke angkasa. Pejabat-pejabat 
kantor bersangkutan turun-naik mobil mengkilap supermodern, dan 
bekerja lengkap dengan jas dan dasi di bawah naungan sejuknya AC, 
tetapi administrasi yang dikelola di bawah tanggung jawabnya masih 
berada di alarn terbelakang. Para langganan menunggu berjarn-jarn untuk 
dapat dilayani. Padahal para langganan itu akan membayar pajak, 
menabung, menguangkan eek, membayar iuran televisi, atau membayar 
kredit rumah murah. Siapakah yang bersa'lah kalau kemudian lama-lama 
para langganan segan mela kukan kewajibannya sebagai warga negara 
yang baik? Sistem administrasi hendaklah menimbulkan kemudahan 
masyarakat untuk membayar, bukan sebaliknya, mendorong masyarakat 
enggan melakukan pembayaran. 
Banyak kantor pernerintah yang menyimpan berbagai jenis arsip 
seperti surat kelakuan baik, sidik jari, akte kelahiran, surat tanah, dan lain-
lain, yang kalau sewaktuwaktu diperlukan tidak dapat dicari dengan cepat. 
Padahal setiap hari berturnpuk-tumpuk formulir yang diisi di berbagai 
kantor. Di mana-mana mengisi formulir. Tetapi besok lusa bila diperlukan 
tidak dapat dicari lagi. 
Masalah kelambatan pelayanan masyarakat pada berbagai kantor 
seperti disebutkan di atas, dapat dialami pula pada kantor seperti bank 
misalnya. Sungguh sangat memprihatinkan. Salah satu faktor 
penyebabnya adalah masalah penemuan kembali file yang relatif lama. 
Implementasi Sistim Kearsipan…..  Yohanna.Y.R. Watofa 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2012 242 
 
Formulir-formulir isian yang data dan informasinya sudah 
dimasukkan ke komputer, untuk keperluan pernbuktian hukum dan lain-
lain masih tetap harus disimpan sebagai arsip otentik sampai batas waktu 
tertentu. Karena itu, makin canggih peralatan makin diperlukan 
penyimpanan arsipnya. 
Penataan arsip dapat dikerjakan secara manual (tangan) dan 
komputer. Penataan arsip yang benar niscaya mempercepat penernuan 
kembali, kendatipun ini masih dilakukan secara manual. Kalau sistemnya 
sudah benar, maka perubahan dari pengelolaan dengan tangan ke 
pengelolaan dengan komputer sangat mudah dilakukan. Sebab yang 
disusun oleh tangan ataupun komputer pada hakikatnya sama, yaitu 
huruf-huruf, angka-angka, dan tanda-tanda baca. 
Ruang lingkup pekerjaan kearsipan memang luas. Pengaruhnya 
sangat besar terhadap kelancaran administrasi suatu program (kegiatan), 
yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi pelaksanaan, dan 
administrasi pengawasan. 
 
Faktor-Faktor Pendukung  Dan Penghambat  
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 (Lembaran 
Negara tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 3151), telah 
ditetapkan ketentuan –ketentuan mengenai penyusutan arsip. Untuk 
mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan Ketentuan –ketentuan 
Peralihan mengenai penyusutan arsip sebagaimana tercantum dalam 
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pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, maka dipandang 
perlu mengeluarkan petunjuk teknis guna pengaturan pelaksanaannya. 
UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kearsipan (Lembaga Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2964).  
PP No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran 
Negara tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3151).  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1974 
tentang Arsip Nasional Republik Indonesia.  
Surat Edaran ini dikeluarkan sebagai pedoman bagi pejabat yang 
bersangkutan dalam melaksanakan penanganan arsip inaktif menurut 
ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979.  
Penyelamatan dan pemanfaatan informasi untuk meningkatkan 
dayaguna dan tepatguna administrasi aparatur Negara. Penyelamatan 
bahan bukti pertanggungjawaban nasional.  
Arsip-arsip inaktif sebelum diberlakukannya Jadwal Retensi Arsip 
yang berada di Lembaga-lembaga Negara dan/atau Badan-badan 
Pemerintahan. 
Arsip inaktif adalah arsip Lembaga Negara/Badan-badan 
Pemerintahan yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan 
administrasi sudah menurun. Daftar keterangan Arsip adalah daftar yang 
diperlukan dalam melaksanakan penyusutan arsip, berisi data yang 
mengidentifikasikan arsip  
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Arsip duplikasi adalah arsip yang bentuk maupun isinya sama 
dengan arsip aslinya. Seri adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan 
kesamaan jenis Rubrik adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan 
kesamaan masalah.  Dosir adalah berkas arsip yang disusun atas dasar 
kesamaan urusan atau kegiatan Jalan masuk adalah petunjuk atau alat 
yang menjadi sarana penemuan kembali arsip. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Implementasi sistem kearsipan di Indonesia belum terlaksana dengan baik 
karena belum dikelola secara benar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tentang kearsipan, hal tersebut dikarenakan adanya faktor 
penghambat pelaksanaan ketentuan tersebut, yaitu tidak  tersedia  bahan 
dan kelengkapan yang memadai dalam pengelolaan kearsipan sehingga 
data-data tidak tersimpan. 
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